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Jaksa Memeriksa
52 Saksi Terkait
Kasus Kredit Fiktif

PONTIANAK - Kejak-
saan Tinggi Kalimantan
Barat tengah melakukan
pemberkasan atas perkara
pencairan dana proyek Ke-
menterian Desa, Pemban-
gunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi di Kabu-
paten Bengkayang tahun
2018 dengan pagu angga-
ran Rp8,8 miliar yang
dicairkan melalui
Bank Kalbar.

“Saait iint
masih pros- 4
es’ pem- ‘

-berkasan. i
Sudah 90
persen.
Sedikit
lagi ram-
pung,” kata.
Kepala Seksi
Penkum Ke-
jaksaan Tinggi
Kalimantan Barat
Pantja Edy Setiawan, ke-
marin.

Untuk itu, pihaknya su-
dah mempersiapkan pe-
limpahan tahap dua ke
jaksa penuntut umum
(JPU). “Dalam waktu dekat
ini segera kami limpahkan
ke JPU,” lanjutnya. -

Dalam kasus pencairan

‘dana proyek KPDTT itu,

penyidik Kejaksaan Tinggi
telah menetapkan tiga ter-
sangka. Diantaranya, Herry
Murdianto (HM), mantan
Kabid Pembangunan Daer-
ah Tertinggal Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perem-

puan, Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Bengkayang, yang

juga merangkap seba-

gai Pejabat Pem-

~ buatKomitmen
(PPK)."

f Muham-

: mad Rajali

. (MR)I man-

i i tan Kepala

Kantor

Ibar ca-
g bang Beng-

‘ kayang, dan
# SelastioAgeng,

e ®  staf Senior Di-

visi Penyelamatan

dan Penyelesaian Kredit

Bermasalah Bank Kalbar
cabang Bengkayang.

* Selain itu, pihaknya juga

telah memeriksa 52 saksi

dari kalangan kontraktor

- maupun lingkungan Bank

Kalbar sendiri.

@ ke halaman 15 kolom 1

. Bank Ka- -
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Sambungan dari halaman 9

“Ada 52 saksi yang sudah
diperiksa. Sembilan orang
di antaranya dari lingkun-
gan Bank Kalbar. Termasuk
direksi,” ungkapnya.

“Beberapa hari lalu kami
juga telah memeriksa ahli
perbankan. Karena ber-
dasarkan ketentuan, bank

-tingkat cabang hanya boleh
‘mencairkan dana sebesar
‘Rp3 miliar. Namun, di sini
dana yang dicairkan Rp8,8
‘miliar. Apakah ini termasuk
‘modus atau bagaimana?”
rsambung Pantja.

» Menurut Pantja ada
:ketidakhati-hatian dari
pihak Bank dalam pen-
cairan dana tersebut. “Ter-
,sangka Herry ini adalah
orang lama. Dia bertugas
sebagai PPK dan kerap ber-
"hubungan dengan Bank Ka-
‘Ibar. Nah, di sini lah mun-
‘cul ketidakhati-hatian itu,”
terangnya. :

‘" Dalam hal ini, lanjut
Pantja, para tersangka di-
jerat dengan pasal 2 dan 3
UU Tindak Pidana Koru-
psi. Sebelumnya Pontianak
Post telah mewawancarai
Muhammad Rajali (MR),
mantan kepala Kantor Bank
Kalbar cabang Bengkayang
yang saat ini mendekam di
Rumah Tahanan Negara
(Rutan}):Kelas ITA Ponti-
palk. L o

Ditémui di Rutan Kelas
IIA'Po’i‘Ttianak,Bajali men-
ceritakan bagaimana pros-
es mekanisme pencairan
dana kredit konstruksi yang
terjadi di Bank kalbar.

. Muhammad Rajali send-
iri bukan orang baru di
lingkungan Bank Kalbar.
Dirinya sudah 26 tahun
mengabdi di bank milik
pemerintah daerah itu,
Dengan mengisi berbagai

posisi dan jabatan. Terakhir,

sesuai dengan SK Direksi -

No.SK/68/DIR tahun 2008,
tanggal 8 Maret 2018, ia
diangkat sebagai pemimpin

- cabang Bank Kalbar di Ka-

bupten Bengkayang.

Menurutnya, selaku
pemimpin Bank Kalbar
cabang Bengkayang sudah
menjalankan mekanisme
pencairan sesuai dengan
SOP yang berlaku di bank
tersebut.

Diawali dari berkas per-
mohonan kredit yang dia-
jukan oleh 32 kontraktor
dengan 74 paket pekerjaan
yang diterima oleh pihak
Bank pada pertengahan
2018 lalu. :

Permohonan kredit kon-
struksi tersebut dengan ja-
minan Surat Perintah Kerja
(SPK) yang ditandatangani
oleh Herry Murdianto, man-
tan Kabid Pembangunan
Daerah Tertinggal Dinas So-
sial, Pemberdayaan Perem-
puan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Bengkayang,
selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).

“Sejak dari permohonan
itu, kami sudah lakukan
verifikasi. Artinya sudah
tersaring dari awal,” ka-
tanya. :

Menurut Rajali, ada be-
berapa hal yang menjadi
dasar untuk menerima pen-
gajuan kredit konstruksi itu.
Pertama, Surat Perintah
Kerja (SPK) yang ditan-
datangi PPK merupakan
surat sah dan legal sebagai
jaminan. Hal itu dikuatkan
dengan konfirmasi yang
dilakukan pihak Bank ke-
pada PPK.
~ Selain itu, lanjut rajali,
pemohon kredit merupa-
kan nasabah Bank Kalbar
dan tidak memiliki catatan

buruk di Bank Kalbar.
Setelah proses verifikasi,
kemudian dilakukan anal-
isa. Di dalam analisa, lan-
jut Rajali, tergambar jelas
bahwa projek tersebut ada,
karena di dalam kontrak
dilengkapi dengan peren-

canaan anggaran dan foto

fisik hasil pengerjaan.

Tidak sampai di situ.
Menurutnya, pihaknya juga
melakukan surveylapangan
sebeluni masuk pada pros-
es kredit yang dilakukan
oleh petugas kredit sesuai
dengan tugas dan fungsinya
yang diawasi eleh kepala
seksi. .
“Mulai dari proses awal
sampai dengan pencairan,
kami juga sudah diawasi
oleh KIC (kontrol inter-
nal cabang). Yakni petugas
khusus yang melakukan
kontrol, dibawah direksi
kantor pusat,” terangnya.

Setelah melewati berba-
gai proses itu, kata Rajali, se-
lanjutnya dibahas di dalam
rapat komite. Menurutnya,
dalam rapat ini juga meli-
batkan staf kredit, KIC dan
kepala kantor.

“Di rapat komite ini akan
diputuskan lanjut atau
tidak,” paparnya.

Sebelum diputuskah,
kata Rajali, pihaknya selaku
kepala cabang melakukan

‘konfirmasi ulang kepada

Pejabat Pembuat Komit-
men. Dari hasil konfirmasi
itu, pihak PPK meyakinkan
bahwa peroyek tersebut
benar adanya dan pemba-
yaran akan dilakukan oleh
Kementerian Desa melalui
Bank Kalbar.

“Jika prosesnya sudah
sesuai dengan SOP, tidak
ada alasan untuk tidak atau
menunda pencairan,’ te-
gasnya. Rajali menolak jika
permohonan kredit yang

cairkan Bank Kalbar cabang
Bengkayang sebesar Rp8,8
miliar dianggap kredit fiktif,
Menurutnya, dari hasil veri-
fikasi dan konfirmasikepada
PPK serta survei lapangan,
proyek tersebtt ada agn.
dilakukan pengerjaan sesuai
dengan kontrak kerja.
Bahkan menurutnya, ber-
dasarkan hasil konfirmasi
kepada Herry Murdiyanto,
selaku Pejabat Pembuat
Komitmen, pengajuan
proyek ke Kementerian
Desa, Pembangunan Daer-
ah Tertinggal dan Trans-
migrasi telah mendapat
persetujuan dari Asisten II
dan Sekda Berrgkayang serta
telah ditanda tangani oleh
Bupati Bengkayang sesuai
dengan prosedur. :
“Saya menolak jika ini
disebut kredit fiktit. Penger-
jaan fisik ada dan’sudah
dilakukan pengerjaan 100
persen,” katanya.
Pencairan kredit didasari
oleh kontrak kerja dan Surat
Perintah Kerja (SPK) yang
ditandatangani oleh PPK.

. Bahkan di dalam SPK, PPK

mencantumkan sumber
anggaran proyek yaitu DIPA
Kementerian Desa, Pem=
bangunan Daerah Terting-
gal dan Transmigrasi Nomor
0689/060-01.2 01/29/2018.
“Masing-masing kontrak-
tor menerima pencairan 60
persen dari pagu anggaran
diajukan sebesar Rp199
juta. Dimanapencairan
ditransfer melalui-giro
masing-masing kontrak-

tor,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Rajali,
dirinya tidak menampik jika
ada kendala dalam proses
penagihan. Pihak kontrak-
tor tidak bisa mengemba-
likan dana sampai batas

' waktu (jatuh tempo) yang

sudah ditentukan. (arf)
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